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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VDPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,

PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang . 2016 -2017

Masa Sidang r

Rapat : Ke-

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal . Kamis, 20 Oktober 2016

Sifat . Terbuka

Pukul : 14.40WIBs.d20.15WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) - Gd. Nusantara

Acara : 1. Penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi, Sestama BMKG, Sestama Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), mengenai kebijakan
penyesuaian pengelolaan anggaran masing-masing Eselon |
sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI;

. Membahas penyesuaian rincian alokasi anggaran untuk fungsi

dan program per Eselon | Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi, BMKG, dan Basamas sesuai dengan hasil
pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam RAPBN

Tahun Anggaran 2017 di Badan Anggaran DPR RI.

Ketua Rapat :Ir. Yudi Widiana Adia, MSi

Sekretaris . Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra : Sekjen dan pejabat Eseion | Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi, Sestama BMKG, dan Sestama Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan (Basamas) beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

l.  PENDAHULUAN

1.

Rapat dibuka pada pukul 14.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen dan pejabat
Eselon | Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Sestama BMKG, dan Sestama Basarnas
pada hari ini adalah penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi, Sestama BMKG, Sestama Basarnas, mengenai kebijakan penyesuaian
pengelolaan anggaran masing-masing Eselon | sesuai dengan hasil pembahasan Badan
Anggaran DPR RI; membahas penyesuaian rincian alokasi anggaran untuk fungsi dan
program per Eselon | Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas
sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Tahun
Anggaran 2017 di Badan Anggaran DPR RI.

Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekjen dan pejabat Eselon | Kementerian Desa, PDT,
dan Transmigresi, Sestama BMKG, dan Sestama Basarnas untuk menyampaikan paparan
dan penjelasannya.

Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.
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KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
BMKG; dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai kebijakan penyesuaian
pengelolaan anggaran masing-masing Eselon | dalam RAPBN TA 2017 sesuai dengan hasil
pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebagaimana tercantum dalam Surat Badan Anggaran DPR R
No. AG/ 17710/ DPR RI/ X/ 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.

- Unit Eselon v

i Pagu’RAPBN i pembahasan Banggar DPR RI

o
| Perubahaﬁ_n‘ ;

Hasil Raker
! Komisi V
- DPRRI

Perubahan setelah

bersama Pemerintah
__tanggal 17 Okt 2016

. Realokasi

| 5 Sept 201 6) i 4.Penguranga‘n

Pagu |  Prioritas

.'.Belanja L

Hasil

- Pembahasan

Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi

5.055.124.250

(202.438.044)

(202.438.044)

4.852.686.206

Sekretariat Jenderal
Program Dukungan
Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi

300.000.000

300.000.000

Inspektorat Jenderal
Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi

59.000.000

(2.500.000)

(2.500.000)

56.500.000

Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan serta
Informasi

Program Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan serta Informasi

220.461.124

(10.000.000)

(10.000.000)

210.461.124

Ditjen Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

2.870.346.207

(174.938.044) -

(174.938.044)

2.695.408.163

Ditjen Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Program Pembangunan
Kawasan Perdesaan

336.540.655

(15.000.000)

(15.000.000)

321.540.655

Ditjen Pembangunan
Daerah Tertinggal
Program Pembangunan
Daerah Tertinggal

314.944.463

314.944 463

Ditjen Pengembangan
Daerah Tertentu
Program Pengembangan
Daerah Tertentu

260.953.983

260.953.983

Ditjen Penyiapan Kawasan
dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Program Penyiapan Kawasan
dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi

373.434.149

373.434.149

Ditjen Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Program Pembangunan Dan
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi

319.443.669

319.443.669

BMKG

1.661.562.481

(68.602.407)

(68.602.407)

1.592.960.074

Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

501.850.972

(16.210.000) -

(16.210.000)

485.640.972

Program Pengembangan
dan Pembinaan MKG

1.159.711.509

(52.392.407)

(52.392.407)

1.107.319.102




dan Pertolongan (Basarnas)

Badan Nasional Pencarian |

2.119.916.904

(90.027.949)

186.000.000

95.972.051

2.215.888.955

Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

559.908.508

559.908.508

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Badan SAR Nasional

164.855.810

164.855.810

Program Pengelolaan
Pencarian, Pertolongan dan
Penyelamatan

1.395.152.586

(90.027.949)

186.000.000

95.972.051

1.491.124.637

Selanjutnya hasil pembahasan terhadap penyesuaian alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-
masing unit kerja Eselon | Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) akan ditetapkan dalam Rapat Kerja mendatang.

lll. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.15 WIB.

Jakarta, 20 Oktober 2016

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI,

ANWAR SANUSI

ARKUNI

A BASARNAS,




